
6. Undaog-Undang .• ~·~··· 

a. bahwa barang millk daerah sebagai salah satu unsur pentlng dalam 
penyelenggaraan pemerintahan, pembanqunan, den pemberdayaan 
masyarakat perlu dikelola secara tertib agar dapat dlmanfaatkan secara 
optimal dalam rangka mewujudkan masverekat yang mandlri dalam memenuhl 
kebutuhan dasamya; · . 

b. bahwa dalam upava terselenggaranya Penyus.unan ~PQran Pertangg(mg 
jawaban Keuangan yang tertib azas dengan mengacu pada Keputusan Menteri 
dalam Negeri Nomor '11 Tahun 2001 tentanq Pengelolaan Barang Daerah demi 
tersusunnya Neraca Keuangan Daerah yang akuntabel, transparan, efisien dan 
efektif perlu disusun sistem dan proseclur serta Penatausahaan Barang Daerah; 

c, bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dfmaksud pada huruf a dan 
huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Barang Millk 
Daerah. ,, 

:t. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok 
Agra'fia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negc3ra R.epublik Indonesia Nomor 2043); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 1974 Nomor 38, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebaga,mana telah dlubah 
dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999· (Lembaran. .Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor · 169, Tambahan Lembaran Negara R~publlk 
Indonesia Nomor 3041); 

· 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang 
... Bersih dan Bebas dari Korupsl, Kolusl dan Nepotisme (Lembaran Negara 

-·~t·· _., Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3815); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang .. Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 20·03 Nomor 47 ,· Tainbahan Lembaran Negara 
Republlk Indonesia Nomor 4286); .,.: · 

5. Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia T~hun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republlk lndonesia Nomor".4355); 
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17. Peraturan ...... 
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6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentanq · Pokok-pokok. Kepegawalan 
(tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan . 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebaqalrnana telah diupat,, .. 
denqan Undang-Un9ang Nornor 43 Tahun 1999 (Lembarar"i' Negara Republlk · 

· Indonesia Tahuri 1999 · Nomor 169,. Tambahan Lembaran Negara·· Republ1k 
Indonesia Nomor 3041); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraa~ Negara yang· 
Bersih .dan Bebas darl Korupsl, Kolusi dan Nepotisme (tembaran Negar~ 
Republik 'Indonesla Tahun · 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3815); 

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); · 

9. Undang-Undang Nomor 1 'Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor s, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); · 

10. Undang-Undang Nomor 10. Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan (Lembaqa Negara Republik Indonesia Tahun · 2004 Nomor 
53, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuri 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik tndonesta Nomor 4437) sebagalmana telah diubah 
terakhir dengan Undang~undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan 
Peroranqan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1971 Nomor 5.9, Tambahan Lembaran Neqara Republik tndonesta Nomor 1967): 

13. Peraturan Pernerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3573) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan 
Pemertntah Nomor · 31 Tahun 2005 tentanq Perubahan Atas Peraturan 
Pernerlntah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, 1ambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4515); 

14. Peraturan Pemerintah Nornor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 49, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4503); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

16. Peraturan Pemerint.ah Nornor 6 Tahun 2006 tent.ang Penqelolaan Barang Mllik 
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20; 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609); 

,j, 
I 



6. Kepala ..... 

'. Dalam Peraturan Buapti ini yang dlmaksud dengan : 

·• 1. Daerah adalah Kabupaten Biak Numfor. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah ·sebagal unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah. · 
.· 3. Bupati adalah Bupati Bia~ Numfor. 
· 3. Dewan Perwakilan Rakyc1t Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwaklfan 

Rakyat Daerah Kabupaten Biak Numfor. 
·. 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor. · 

• 4. Pengelola barang milik daerah yang selanjutnya disebut pengelola barang adalah pejabat yang 
· berwenang dan bertanggungjaWab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan 

pengelolaan baranq milik daerah. · t 

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada 
pemerintah daerah selaku pengguna baranc.. · 

Pasall 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

MEMUTUSKAN . 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN BARANG MIUK DAERAH. 

' 22. · Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman 
Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. 

. 
21. Keputusan Presiden RepubJik Indonesia Nomor 80 . Tahun 2003 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa "Pemermtah (temberan Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4330), sebagairnana telah diubah teraknlr dengan 
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2007; 

... 
20. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1974 tentang Perubahan/Penetapan 

Status Rumah Negeri, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden 
Nomor {}1 Tahun 1982; ·· 

17. Peratu:an Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Uruscinfi/\.: 
Pemenntahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provlnsl, .. Dan<i .:!; 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia ?:·\)·d{ 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ·. }t:: 
Nomor 4737); · · ::'.. ·.: 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat 
· Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia ·Tahun 2007 Nomor 89, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

19. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974 tentang Tata Cara Peniualan 
Rumah Negeri; 

; ! 
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23. Daftar.: .... 

. 21. Daftar Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat DBMD atau buku induk inventaris adalah 
daftar barang yang memuat seluruh barang milik,daerah. 

22. Daftar barang pengguna yang selanjutnya disingkat dengan DBP atau buku inventaris pengguna 
barang adalah daftar yang memuat data baranq yang digunakan oleh masing-masing pengguna 
barang. · 

. . 

· 20. Penyaluran adalah kegiatan untuk menyaturkan/pengiriman barang milik daerah dari gudang ke 
unit kerja pemakai. 

i 

116. Pengurus barang milik daerah selanjutnya disebut sebagai pengurus barang adalah pegawai 
yang diserahi tugas untuk mengurus barang milik daerah dalam proses pemakaian yang ada 

f; pada satuan kerja peranqkat daerah/unit kerja. · 
! • 17, Pengetolaan Barang Mllik Daerah adatah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang Milik 
'· Daerah yang meliputi perencanaan, penentuan, kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang 

dan harga, pengadaan, penylmpanan, penyaluran, inventarisasl, pengendalian, pemeliharaan, 
·pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hukum serta penatausahaannya. . . . 

· 18. Perencanaan Kebutuhan adatah kegiatan merurnuskan rincian kebutuhan barang milik daerah 
· ! untuk menqhebunqkan pengadaan barang yang tetah lalu dengan keadaan yang . sedang 

berjalan sebagai desar dalam melakukan tindakan pemenuhankebutuhan yang akan datang . 
. : 19. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenulian kebutuhan b~rang mifik daerah. 

·: \~. :. ' •..;!, 

li-·1 .·$,~ fi,;. ·&,. 
,1,,.. l1f 

~~\ ~;' 
,f,.? . ~- ~ 4 \:) "t 
!t ( l 
h~ i . 
1lf · { Kepala SKPD adalah pejabat pengguna barang yang bertanggungj~wab atas penqelolaan dan 
M f penggunaan barang pada SKPD yang bersangkutan. 
;/f:' /. . . . . 
:J~ {;. Bi.dang Aset Daerah adalah bagian yang diberi tugas selaku pembantu ··pengelola barang 
:~i ) bertanggungjawab membantu pengelola barang dalam mengkoordlnlr perigelolaan barang mlllk f ; daerah yang ada pada seluruh SKPO. · . 
~: .1. . ff ~t Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah badan 

·1.i l yang diberi tugas selaku pembantu pengelola barang bertanggungjawab menyimpan dan 
-~ f. mengamankan bukti keperriilikan barang milik daerah. · 
t . :t .,: Pengguna barang adalah · pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang r:nilik daerah 
t yang ada dalam penguasaan pengguna barang. 

:f .'.o. Kuasa pengguna barang adalah pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang untuk 
i · menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penouasaan pengguna barang. · 
J ). Unit kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program. 
if 12. Barang Milik Daerah adalah sernua barang ya~g ·terdiri atas barang pakai habis dan betanja . l ,; modal yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan can Belanja Daerah atau ! .f perolehan lainnya yan_g sah. 
f \13. Ba rang Pakai Habis ·adatah barang milik daerah yang masa pemanfaatannya kuranq dari 12 j 1 (dua betas) bulan dan tidak memerlukan biaya pemeliharaan. . ·· 
1 fl4. Barang Inventarls adalah barang milik daerah yang masa pemanfaatannya lebih dari 12 (dua 
/ i betas) bulan, rnernerlukan biaya pemeliharaan dan memenuhi kriteria belanja modal. 
j' . 
i hs. Penyimpan Barang Milik Daerah selanjutnya disebut penyimpan barang adaleh peqawa' yang 
I i diserahi tuqas untuk menerima, menyimpan, dan menyalurkan barang yang ada pada satuan 
~: kerja perangkat daerah/unit kerja. 
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35. Hibah ..... 

~~??~tr: ,,_,t1· ::3.}' ... ~: ti: ~~t'., ~f 
vt?·, m' 
t{~~ ti 5 
·\(:t) f1i i~; ~! Daftar barang kuasa pengguna yang selanjutnya disingkat DBKP atau buku inventaris kuasa 
ii~ i pengguna barang adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh mastng-masing 
.r,;-;_ f. kuasa pengguna barang. 

~ . . 
.,. i4.Penggunaan .adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang/kuasa pengguna barang ~- . . :lt~ fjdalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah sesuai dengan tugas pokok dan 
'; ~: fungsi SKPD yang bersangkutan. . 

iii ~.Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai ;}~ i denqan tugas pokok dan funqsi SK~~ atau m~sih ~igunakan dalam menunjang tugas pokok dan 
~!;' ,r fungs1 SKPD dalam bentuk sewa, pmjarn pakal, kerjasarna pemanfaatan, bangun guna serah dan 
i\~; f{. bangun serah guna oleh pihak lain dengan tidak mengubah status kepemilikan. 

·t;: [tsewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu 
w; !f dengan menerima imbalan uang tunai. . 

. fl ): .. 
'f! i7. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan · barang milik daerah antara Pemerlntah Pusat kl dengan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah dalam jangka. waktu tertentu tanpa f ~ menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir dlserahkan kemball kepada 
l ! pengelola barang. 

~; fs. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam ~ l jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak/pendapatan 
:J ,I daerah dan sumber pembiayaan lainnya. · .n .. i~'. i9. Bangun guna serah adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tan~~ oleh pihak lain 
11· dengan cara mendirikan bangunan dan/atau . sarana berikut fasilitasnya, kemudian 
t '. didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, 
!1 : untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut 
A I fasiltasnya setelah berakhirnya jangka waktu. 
•;f. 

~ ~O. Bangun serah guna adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain 
!t dengan cara rnendlrikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai ~ . 
'"' pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka 
1. waktu tertentu yang disepakati . .. 
i i 31. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan 
\ · menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna 

barang dan/atau kuasa pengguna barang dan/atau penqelola barang dari tanggung jawab 
admlnistrasi clan fislk atas barang yang berada dalam penguasaannya. 

'· )2. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepernlllkan barang milik daerah sebagai tindak lanjut 
dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal 
Pemerintah Daerah. ! 

33. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain derigan 
menerima penggantian dalam bentuk uang. 

: 34.Tukar rnenukar barang milik daerah adalah pengalihan kepemilikan ·barang milik daerah yang 
dilakukan antara pemerintah pusat dengan pernerlntah daerah, antar pemerlntah daerah, atau 
antara pemerintah daerah denqan · pihak lain, dengan menerima penggantian dalarn bentuk 
barang, sekuranq-kuranqnya dengan nilai seimbang. · 



SO. Rumah ..... 

48. Penilai ekstemal adalah penilai selain penllal internal, yang mempunyai izin praktek penilaian 
dari Menteri ICt.~uangan dan menjadi anggota asosiasi penilaian yang diakui oleh Departemen 
Keuangan. · 

f 49. Rumah dinas daerah adalah bang~man yang dimlliki pemerintah daerah dan berfungsi sebagai 
l tempat tinggal serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai. 

~ ~6. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarka_n kompetensl yang 
l 

' dimilikinya terdiri dari penilai internal dan penilai eksternal. 
' . 
{ 47. Penilai internal adalah pegawai negeri slpll di lingk1.,1ngan pemerintah daerah yang diangkat oleh 
, Bupati yang diberi tugas, wewenang dan tanggungjawab untuk melakukan penilaian secara 

independen. 

.[ ~4. Daftar mutasi barang milik daerah yang selanjutnya disingkat DMBMD adalah dattar aset tetap 
i: yang dikuasai dan digunakan oleh pengguna barang dan dilaporkan setiap tahun kepada Bupati :: ; 

\ i melalui pengelola barang. 
'ii 

~. :45. Penilaian adalah suatu proses keqlatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang 
~ "' obvektlf dan relevan denqan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai 
~ · barang milik daerah. 
} 

Laporan mutasl barang milik daerah yang selanjutnya ·disingkat LMBMD adalah daftar aset tetap 
yang dikuasai dan digunakan oleh pengguna barang dan dilaporkan per semester kepada Bupati 

Ji: 
,0: melalui pengelola barang. 
~ . 

6 

:'.·;_!f.i·.r, 
''"•' t., "~· ., 'l\' ,,v-,. ~ 

Ii ),,?: '1 . 
1~ li Hibah adalah pengalihan kepemilikan baranq milik daerah dari pemerintah · pusat kepada 
tt- i pemerintah dcie~ah, da.ri · pemenntah daerat~ kep~da pemerintah pusat, antar ~emerintah Jr f d~erah, atau dart pemerlntah daerah kepada plhak lam, tanpa memperoleh penQgant,an 

f: ,._·. Penyertaan modal pemerintah daerah adalah pengalihan kepemlllkan barang mllik daerah yang 
;f ; semula merupakan kekayaan yang tidak dlplsahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk 
.t • . JJ J' diperhitu~gkan sebacat ~o?alJsaham daerah pada badan usaha milik negara/daerah atau badan 
}t; f hukum lalnnya yang d1m1hk1 daerah. . lI f;, ~J . 
~- i7. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah 
1; I selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guria dan berhasil guna. 
;,{! .f: ~f It' 

l_i_·_ W, Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah \t I dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya hokum. 

i f9. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan ·i i pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
JI . . 
1j ~. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil 
'Ii J· pendataan barang milik daerah. 
lf . i.j U. Kartu Inventaris Barang yang selanjutnya disingkat KIB adalah kartu yang mencatat aset tetap · 
·,· y per kelompok aset tetap secara tersendiri yang dilengkapi data asal, volume, kapasitas, merk, 
~ ! nilai harga, dari data lain mengenai barang tersebut yang diperlukan untuk inventarisasi maupun 
Jr tujuan lain dan dipergunakan selama barang itu belum dihapuskan. -,~ i ~· . 
~ ~2. Kartu Inventaris Ruangan yang selanjutnya disingkat KIR adalah kartu yang mencatat aset 
J j tetap pada rilasing-masing ruangan . 

.:1 t 
!. ~3. 
'l: 



(2) Barang ......... 

··· (1) Barang milik Daerah meliputi: 

a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; .dan 
b. barang yang berasal darl perolehan lainnya yang sah; 

Pas~IS 

-! 
, ~engelolaan barang milik daerah sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah, dilaksanakan 
i ecera terpisah dart penge\olaan barang milik negara. 

Pasal 4 

.! t. Terwujudnya Penqelolaan Barang Milik Daerah yang tertib, efektlf dan efisien 

. 
-~ 1. Menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah; 

1 . Terwujudnya akuntabilitas dalam penqelolaan barang ; · '" 

ujuan Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah untuk : 

Pasal 3 

Mengamankan barang milik daerah; 
Menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

. . Memberikan jaminan/kepastian dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah 
) 

.. , .. -·· BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 
aksud Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah untuk : 

1-7< .. ' •. ~ 
,•·\· ·i I 

'·{ ."·:· ~~·! t 
F i_ 
:., f. 
~!:,l f 7 
·~) 'i' .. 
;.~ i 
~ ~ Rumah daerah golongan I adalah rumah daerah yang dlperqunakan bagi jabatan tertentu dan 
g t karena sifat jabatannva harus bertempat tinggal di rumah tersebut, serta hak penghunlannya 
\~ [ terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih tnemeg~ng jabatan tersebut. 
;,\ i· . . 
,tr i Rumah dinas·.daerah golongan II adalah rumah daerah yang mempunyai hubungan yang tidak J ) dapat dipisahkan dari lnstansl dan hanya c;lisediakan untuk di diami oleh pegawai negerl dan 
·~ : apablla berhenti atau penslun, rumah golongan II tersebut dikembalikan kepada daerah. · 
.'vi l . /,, . if ; · Rumah dinas daerah golongan III adalah rumah yang tidak termasuk golongan I dan golongan. 
t1II . . . ~. . 
i: 1 

{ '.. l<endaraan dinas adalah kendaraan milik pemerintah daerah yang dipergunakan hanya untuk 
·~ \. kepentingan dinas, .terdiri atas kendaraan peroranqan dinas, kendaraan dinas 
:!: i operaslonal/kendaraan djnas jabatan, dan kendaraan dinas khusus/lapangan. 
~~ [ 

,~ . Standarisasi sarana dan prasarana kerja pem.erintahan daerah adalah pernbakuan ruang kantor, 
"} ; perlengkapan kantor, rumah dinas, kendaraan ·t:linas dan lain-lain barang yang memerlukan 
i. ' standarisasi. 

.9 : t ·. Standarisasi harga adalah penetapan besaran harga barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualltas 
I. : dalam 1 (satu) periode tertentu. 

l . Pihak lain adalah pihak-pihak selain SKPD. 
~ 
'}~ 
1; ... 



;f 
; 

·' 

I 

j.penatausahaan ..... 

.. ·: . 
..... ·. 

~ c. Azas efisiensi, yaitu pengelolaan barang milik daerah diarahkan agar barang milik daerah 
digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan . dalam rangka 
menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal; 

d. Azas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan barang milik daerah harus dapat 
dipertanggungjawabkan kepada rakyat; 

e. Azas kepastian nilai, yaitu pengelolaan barang rnilik daerah harus didukung oleh adanya 
ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan 
pemindahtanganan barang milik daerah serta penyusunan neraca Pemerlntah Daerah. 

i 2). Pengelolaan barang milik daerah meliputi: 
f. perencanaan kebutuhan dan penganggaran; 
g. pengadaan; 
h. penerimaan, penyimpanan dan penyaluran; 
i. penggunaan; 

b. Azas kepastian hukum, yaitu penqelolaan baranq milik daerah harus dilaksanakan 
berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan; 

b. Azas transparansi, yaitu penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah harus transparan 
terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar; 

a. Azas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dibidang 
pengelolaan barang milik daerah yang clilaksanakan oleh kuasa pengguna barang, pengguna 
barang, penqelola barang dan Bupati sesuai fungsi, wewenang dan tanggung jawab rnaslnq 
masing; 

...... _; l) Pengelolaan baranq milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas: 

barang milil< plhak ketiga yang dikuasai oleh pemerintah daerah yang diperlukan untuk 
penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah. 

P.iatSaf 8 

~f • • • 

:: hak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap: 

,: . barang milik daerah baik yang berada pada Instansi Pemerintah Daerah maupun pada pihak 
'.~ ketiga; 

barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik daerah; 

Pasal7 

..... 
rang milik daerah sebagalmana dimaksud pada Pasal 5, dilarang dlg~daikan/dijaminkan atau 

.' ijadikan Jaminan untuk mendapatkan pinjaman, atau diserahkan kepada plhak lain sebagal 
:: mbayaran atas tagihan kepada pemerintah daerah. 
). 

Pasal 6 

j' 

.i a, barang yang diperoleh darl hibah/sumbangan atau yang sejenls; 
l b. bara~g yang diperoleh sebagai pelaksanaan dart perjanjian/kontrak; 
·~ 
:V c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
..... 

d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh l<ekuatan 
hukum tetap. 

f. 2). Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: 

;·, 
,l, 

8 ·~ .... 



' c. meneliti ....... 

Pasal 10 
• (1) Bupati selaku perneqanq kekuasaan pengelolaan barang milik daerah, mempunyai wewenang : 

a. menetapkan kebijakan pengelolaan barang rnlllk daerah: 
b. rnenetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan/atau bangunan; 
c. menetapkan kebijakan pengamanan barang mllik daerah; 
c. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 
d. · menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan barang milik Daetah sesuai batas 

kewenangannya; dan 
e. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan. 

·. (2) Sekretaris Daerah selaku pengelol9. barang, berwenang dan bertanggungjawab: 
a. menetapkan pejabat yang mengurus dan rnenvlmpan baranq milik daerah: 
b. meneliti dan menyetujul rencana kebutuhan barang milik daerah; 

:: 
} 1) Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah. 
t (2) Dalam melaksanakan ketent~an ayat (1), Bupati dibantu oleh: 
i. a. sekretarts'uaerah selaku pencelola barang; 

b. Kepala Bidang Aset Daerah selaku pembantu pengelola barang; 
c. Kepala SKPKD seiaku pembantu pengelola barang di bidang pengawasan;··pengendalian dan 

pengamanan bukti-bukti kepemilikan tanah, bangunan dan kendaraan; 
d. Kepala SKPD selaku pengguna barang; 
d. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas selaku kuasa penggµna barang; 
e. Penyimpan barang; dan 
f. Pengurus barang 

' { . BAB II 
PEJAB.AT PENGELOLA BARAI\.I.G MILIK DAERAH 

Pasal9 

r. tuntutan ganti .rugi. 

p. pembinaan, pengawasan dan pengendalian; 
;. . q. pembiayaan; dan 
' 

o. pemindahtanganan; 

m. penllaian; 
Ii n. penghapusan; 
(: 
' 

j. penatausahaan; 
k. pemanfaatan; 
I. pengamanan dan pemeliharaan; 

( 

1 
9 



f. menyusun . 

a. mengajukan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah bagi unit kerja yang 
dipimpinnya kepada Kepala SKPD yang bersangkutan; · 

b. melakukan pencatatan dan Jnventarisasi barang milik daerah yang berada dalam 
penguasaannya; 

c. menggunakan baranq milik daerah yang berada dalam penquasaannva · untuk kepentingan 
penyelenccaraan tugas pokokdan fungsi unit kerja yang dipimpinnya; 

d, mengamankan dan memelihara barang rnilik daerah yang berada dalam penguasaannya; 
-~ . e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada 

dalam penquasaannva: dan · 

., e. 
d. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penquasaannya; 

a. mengajukan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah bagl SKPD yang 
dipimpinnya kepada Bupati melalui pengelola barang; 

b. melaporkan barang-barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya kepada 
Bupati melalui oenqelola barang untuk dicatat sebagai barang milik daerah; 

c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam 
penguasaannya; 

d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan 
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya; 

,. 
; 4) Kepala SKPKD selaku pembantu pengelola barang bertanggungjawab di bidang penqawasan, 
'. pengendalian, penilaian dan pengamanan bukti-bukti kepemilikan baranq serta mengusulkan 

penghapusan barang milik daerah. 
t 5) Kepala SKPD selaku pengguna barang, berwenanq dan bertanggungjawab: 
' . 

d. · meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah; 
e. mengatur pelaksanaan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang mllik daerah setelah 

. disetujui oteh Bupati; 
f. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah; dan 
g. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan b.arang milik daerah . . 

; 3) Kepala Bidang Aset Daerah selaku pembantu pengelola barang bertanggungjawab 
. mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan baranq milik daerah yang ada pada masing-maslng 
: SKPD. 

10 

mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan 
yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan barang milik 
daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Bupatt melalul penqelola barang; 

f. menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan 
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya kepada Bupati melalui 
pengelola barang; · · 

g. melakukan penqawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada 
dalarn penquasaannya: dan 

, h. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran dan Laporan 
) 
;, Barang Kuasa Pengguna Tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola 

barang dengan tembusan disampaikan kepada Kepala SKPKD. · 
· ; 6) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas selaku kuasa pengguna baranq, berwenang dan 

; bertanggungjawab: 

. ; 
; 



Pasal 12 .. 

J .. 
' 

: 3) Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebaqatrnana dimaksud pada ayat (2), dijadikan acuan 
, dalam menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik baereh dan Rencana Kebutuhan 
' Pemeliharaan Barang Milik Daerah. 
,; 4) Rencana Kebutuhan dan pernellharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
· (1) dan ayat (2), sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran masing-maslng SKPD 

sebagai bahan penyusunan Rencana APBD. 

BAB III 
PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN 

·Pasal 11 
, 1) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dalam rencana kerja dan anggaran SKPD 
i dengan memperhankan ketersediaan barang millk daerah yang ada dan/atau dalam pemakaian. 
t. 2) Perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), berpedoman pada standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah yang 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan standar harga yang ditetapkan dengan Keputusan 

: Bupati . 
• 

g. rnenqajukan permohonan penetapan status untuk penggunaan barang milik daerah yang_ 
diperoleh dari beban APBD dan/atau perolehan lainnya yang sah kepada Bupati melalui · 
pengelola barang; 

h. mencatat seluruh barang milik daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya kedalam 
Buku Inventaris (BI), Kartu Inventaris Barang (KIB) dan Kartu Inventaris Ruangan (KIR), 
sesuai kodefikasi dan penqqolonqan barang milik daerah; 

i. melakukan pencatatan barang milik daerah yang dipelihara/dipert?,aiki kedalam kartu 
pemeliharaan; 

j. menyiapkan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna 
Tahunan (LBPT) serta Laporan Inventarisasi 5 (Jima) tahunan yang berada di SKPD kepada 
pengelola barang; dan 

, k. rnenvlapkan usulan pemanfaatan, penghapusan dan peminc;lahtanganan barang milik daerah. 

f. membuat laporan penerimaan, penvaluran dan stock/persediaan barang mllik daerah kepada 
Kepala SKPD. 

c. meneliti jumlah dan kuahtas barang yang diterima sesuai dengan dokumen pengadaan; 
{ d. mencatat barang mi!ik daerah yang dlterlma ke dalam buku penerimaan barang pakal habis, 
~. buku penerimaan bat.ang lnventaris, buku hasil pengadaan, kartu barano, kartu persediaan 
~ barang dan kartu penyaluran barang; 
! e. mengamankan barang milik daerah yang ada dalam persediaan; dan 

111 ', 

a. menerima; menyimpan dan menyalurkan barang milik daerah; 
' 

b. meneliti dan menqhlmpun dokumen pengadaan barang yang diterima; 

11 
. f. menyusun dan rnenyarnpalkan Laporan 6arc~ng Kuasa Pengguna Semesteran dan Laporan 

: . Barang Kuasa Pengguna Tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Kepala $KPD 
· yang bersangkutan. 

: [7) Penyimpan baranq bertugas: 
''i 

11 



Pasal 19 ...... 

Pasal17 
: (1) Penqadaan barang pemerintah daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- 

unda~gan. · 
:1 (2 Pengadaan ba-ra_n_g--pe_m_e_r-in-t-ah--d-ae_r_a_h _y_a-ng--m-e_m_il_ik-i -u-ns_u_r_k_e-se_ra_g_. a_m_a_n--da_n_/-at-a1u 
1 diperuntukkan bagi beberapa SKPD, dilaksanakan oleh pengelola barang. 

Pasal18 
:: 1) Realisasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam 
·, Pasal 17 dan PasaJ 18, diJakukan pemeriksaan oleh , Panitia Pemerlksa Barang Pemerintah 
· Daerah. 
;. 2) Panitia Perneriksa Baranq Pemerintah Daerah dttetapkan dengan Keputusan Bupati • 
.,, 3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada SKPD untuk membentuk Panitia · Pemeriksa 

Barang. · · 

Pasal 16 
, 1) Pengadaan barang pernerlntah daerah dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Barang Pemerintah 

Daerah. 
; 2) Panitia Pengadaan Barang Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 
I 3) Bupati dapat mehmpahkan kewenancan kepada SKPD untuk membentuk · Panitia Pengadaart 
i Barang. 

BAB IV 
PENGADAAN 

Pasal 15 
engadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan 
an terbuka, bersalnq, adil/tiqak diskriminatif, dan akuntabel. 

., 
i 

. . 
; etentuan lebih lanjut mengenai perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang mllik daerah, 
·; itetapkan dengan Peraturan Bupati. 
, 

Pasal 13 ,.. 
{1 epala Bidang Aset Daerah sesual tugas dan 'fupgsinya duduk sebagai Tim Pemerlntah Daerah 
:. alarn penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

Pasal 14 

~· engelola barang bersama pengguna barang membahas usul rencana kebutuhan · dan rencana 
~ ebutuhan pemeliharaan barang milik daerah dengan memperhatlkan data· barang pada pengguna 
! arang dan/atau kuasa pengguna barang untuk disusun dalam Rencana Kebutuhan Barang Milik 
: aerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah. · · . . 
~ 1) Setelah APBD ditetapkan, · pembantu pengelola barang menyusun Defter Kebutuhan Barang Milik 
: Deerah dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, sebagai dasar pelaksanaan 
:: pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah; . .· 
; ) Daftar Kebutuhan Barang Milik paeran dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.· 

Pasal12 
12 



Pasal 27 ..... 

Pasal 26 
; 1) Hasil pengadaan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan diterima oleh Kepala 
\ SKPD dan selanjutnya dicatat oleh penyimpan barang. 

·: 2) Hasil penqacaan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan diterima oleh penyimpan 
. barang. 

; 3) Penyimpan barang sebagaimana dimaksucl pada ayat (1) dan ayat (2), berkewajlban 
f melaksanakan tugas administrasi penerimaan barang milik daerah. 
: 4) Penedmaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan setelah 

diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Barang Daerah, dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan. 
'. (5).Penerimaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya disimpan 

dalam gudang atau tempat penyimpanan. , 

ijAB V 

PENEFUMAAN PAN PENYALURAN 

Pasal 24 

rang milik daerah berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, harus disertifikatkan atas 
ma Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Pasal25 
... enqadaan tanah untuk kepentingan pemerintah daerah dan/atau . kepennnqan umum, 
i· elaksanaannya dilakukan oleh pengelola barang. 
," 

. sumbangan, dan hibah. 

13 

,,. 
t ~· ! 
r." f P~sal19 
n . 
!) Panitia Pemeriksa Barang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 bertugas memerlksa 
l den meneliti barang sesual dengan persyaratan yang tertera dalam Surat Perlntah Kerja atau f kontrak/perjanpan dan dibuatkan Berlta Acara Pemeriksaan. · 

.:jfl?;i I 'i~! ?) Serita Acar.a sebagaimana dimaksud ayat (1) dipergunakan sebagai salah satu syarat 
: {1 r pembayaran. 
j f.~~ {; 

·.'!J t Pasal 21 
- Jj 1engadaan 

tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan dllaksanakan sesual 
. { ;engan ketentuan peraturan perundang_-undangan. 

:~ 1 Pasal 22 
,;J· ' . 

) 't) Pengguna barang membuat laporan hasil pengadaan barang milik daerah kepada Bupati melalui 
4i:: '. pengelola barang secara berkala. · ·· · . 
• jl. I 't 'z) Laporan hasil pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dokumen pengadaan 

1J : barang. · , . · 
'.\ . 

# Pasal23 
J1 
,:1_~ enguasaan/pemilikan tanah oleh pemerintah daerah melalui prosedur: 

.t a. pernberlan tanah negara oleh pemerintah melalui keputusan pemberian hak; 
i b. pengadaan tanah yang dilakukan secara musyawarah dengan pembayaran ganti rugi; 



(2) Penetepan.. ... · 

~ (1) Barang milik daerah yang diperoleh pada tahun anggaran berjalan, baik yang berasal dari AP~D 
) maupun perolehan lain yang seh ditetapkan status penggunaannya dengan Keputusan Bt,1pati. 
·. (2) Penetapan status penggunaan barang milik daeran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),. diatur 
:· dengan tata cara sebagai berikut: ~ 

a. pengguna barang melaporkan barang mili~ daerah yang diterlrna kepada Bupati melalui 
pengelola barang. disertai dengan usul penggunaan; · 

b. Bupati melalui pengelola baranq meneliti usul penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf a, untuk ditetapkan status penggunaannya. 

Pasal31 
, (1) Penetapan status penggunaan tanah dan/atau bangunan dan barang Jnventans lainnya 

digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna barang·. 

c 
i! ,, . 
:: Barang milik daerah dltetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan 
: fungsi SKPD, dan dapat-dioperasikan oleh plhak lain dalam rangka mendukung pelayanan umum 
; sesuai tucas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan. 

. . 
PascJl30 

BAB VI 
PENGGUNAAN 

Pasal29 

;; 
;, 

Kuasa pengguna barang wajib melaporkan persediaan barang atau stsa barang kepada 
pengguna barang. 

"(3) 

... 

,.'. 1) Penyaluran barang milik daerah oleh penyimpan barang dilaksanakan berdasarkan Surat i Perin~ah Pengeluaran Barang dari pengguna barang/kuasa pengguna barang dan sesual dengan 
;:i daftar kebutuhan barang yang dltuangkan dalam berita acara serah terima. 
'J 
-;' 2) Pengguna barang wajib melaporkan persectaan barang atau sisa baranq kepada pengelola 
· barang melalui pembantu pengelola barang. - 

Pasal28 

Pasal27 

, 
: l 

t 
' 
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,··'1 
.~·' . 
ill, ' 
l . 

•. , 1) Pemerintah daerah menerima barang darl pemenuhan kewajiban pihak lain berdasarkan 
perjanjian den/atau pelaksanaan dari suatu perijinan tertentu. 

f 2) Pemerintah daerah dapat menerima barang · dari pihak lain yang rnerupakan sumbangan, hibah 
J atau wakaf . 

.. { 

; 3) Penyerahan darl pihak lain sebagaimana dlrnaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dituangkan 
i dalam Serita Acara Serah Terima dan disertai dengan dokumen kepemilikan/penguasaan yang 
·. sah. 
i1 4) Pengelola barang atau pengguna barang atau kuasa penggt.1na barang aktif melakukan 
:~ penagihan kewajiban. dart pihak lain dan memantau sumbangan, hibah atau wakaf sebagaimana 

.. ·: dirnaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3). ·. · · 
hs) Hasil penerimaan sebaqalmana dimaksud ·,pada. ayat (1) dan ayat (2) dicatat dalam Daftar 
l;i Barang Milik Daerah. · 
i 



, (2) Pencatatan ...... 

BAB VII 
PENATAUSAHAAN 

Bagian Kesatu 
Pembukuan 

F>asal35 

;t) Pengguna barang/kuasa pengguna barang melakukan pendaftaran dan pencatatan barang · 
milik daerah · ke dalam daftar barang pengguna/buku · inventaris pengguna barang, dattar 
barang kuasa pengguna/buku inventaris kuasa penggguna barang, menurut penggolongan dan 

~ kodefikasi barang. · 
·t' 

fl Pengguna barang ya!lg tidak menyerahkan tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan 
· 1; · untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD bersangkutan kepada Bupatl, dikenakan 

, sanksi berupa pernbekuan dana pemeliharaan tanah dan/atau bangunan ·dimaksud. . . . 

: .. ) Tanah dan/atau bancunan yang tidak digunakan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD, dicabut 
penetapan status penggunaannya dan dapat dialihkan kepada SKPD lainnya. 

Pasal34 

Pa1sal 32 
.J 
./ Pengguna bc1rc1ng dan/atau kuasa pengguna barang wajib menyerahkan tanah dan/atau 
; bangunan dan barang inventaris lalnnya yang tidak digunakan untuk kepentingan 
{, penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna barang kepada Bupati rnelalul pengelola 
4. barang. · 
:ii Tindak lanjut pengelolaan atas penyerahan tanah dan/atau bangunan dan barang inventaris 
J} lainnya, sebagaimana dlmaksud pada ayat (1), meliputi hal-hal sebagai berikut: 
i a. digunakan oleh instansi lain yang rnemerlukan tanah dan/atau bangu_nan dan barang 
f. inventaris lainnva dalam rangka penvelenqqaraan tugas pokok dan . .fungsi SKPD yang 
fiJ bersangkutan melalui pengalihan status penggunaan; 
r t b. dimanfaatkan dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama penianfaatan, bangun guna 
~ 
2i serah dan bangun .serah guna; atau 
,ii 

{{ c. dipindahtangankan dalam bentuk penjualan, tukar menukar, hibah atau penyertaan modal 
·t · pemerintah daerah. 

inventaris 
ayat (4), 

11 Biaya pemeliharaan dan operasional atas tanah dan/atau banqunan dan barang 
' lainnya yang telah diserc1hkan kepada pihak lain sebagaimana dlrnaksud pada 
; dibebankan pada pihak lain yang bersanqkutan, 
' / 

;; 

· ·' Penetapan status penggunaan tanah dan/atau bangunan dan barang inventaris lainnya untuk 
, dioperaslkan oleh pihak lain, digunakc1n dalam rangka mendukunq · pelayanan umum sesual 
; t(Jgas pokok dan fung~i SKPD yang bersanqkutan, · 

·';'. Tanah dan/atau bangunan dan barang inventaris lainnya yang ditetapkan status penggunaannya 
~ untuk pihak laln sebagaimana dimaksud pada avat (2), dicatat dalam buku inventaris tersendiri 
j oleh pengguna barano, 
L :a· . 

~· Penyerahan tanah dan/atau bangunan dan ·barang inventaris lainnya yang status 
.f penggunaannya untuk pihak lain sebaqatmana dimaksud pada ayat (3) dari pengguna barang 
:;, kepada pihak lain, dituangkan dalam berita acara serah tertma. 

i • 
I 



(2) Pengelola ...... 

Pasal 39 
J) Pengguna barang menyimpan dokumen kepemilikan barang milik daerah kecuall dokumen 

tanah, bangunan, alat berat, dan kendaraan bermotor. 

, ) Pengguna barang wajib rnenvusun laporan barang semesteran/laporan mutasi barang dan 
.,1 Japoran tahunan/daftar mutasi barang untuk disampaikan kepada Bupati melalui pengelola 

barang. · 

r
! ) Pembantu pengelola barang menghimpun laporan semesteran . dan laporan tahunan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi Laporan Barang Milik Daerah. 
Pasal38 

kporan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3), digunakan sebagai 
\ahan untuk menyusun neraca Pemerintah Daerah. 

Bagian Ketiga 
Pelaporan 
Pasal37 

J ) Kuasa pengguna barang wajib rnenvusun laporan barang semesteran/laporan mutasl barang 
dan laporan tahunan/daftar rnutasi barang untuk disampalkan kepada pengguna barang. 

Pengguna barang melaporkan hasil sensus barang milik daerah berupa rekapitulasl kepada 
Bupati rnelalui perigelola barang, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah selesainya sensus. 
Bupati melaporkan hasiJ sensus barang milik daerah berupa rekapitulasi kepada Menteri Dalam 
Negeri melalui Gubernur, paling lambat 5 (lima) hari setelah selesainya pelaksanaan 
rekapitulasi sebaqaimana dimaksud pada ayat (5). 

., ... J,·- .. 

Barang milik daerah yang berupa persediaan dan konstruksl dalam pengerjaan dikecualikan 
dari ketentuan sebaqalmana dlrnaksud pada ayat-(i). · 

Pengelola barang bertanggung jawab atas pelaksanaan sensus barang milik daerah. 
I 

Peog~Jolg"" ®rnflg,;-.,@el_aksanakan sensus barang'l'."milik daerah setlap · 5 (llma) ta_hun Sekalf 
dibantu oleflSi5eng~Uh~Barahg.' ~ 

::fJ ~, Pelaksanaan sensus barang milik daerah sebaqalrnana dimaksud pada ayat (1)~ ditetapkan 
1 denqan Keputusan ·supati.' . 
~ 

Bagian Kedua 
Inventarisasi ,v 

Pasal36 

i' ). Pencatatan barang milik .daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dtcatat kedalam Buku 
~~ Inventaris, Kartu Inventaris Barang . A (tanah), Kartu Inventaris Barang B (peralatan dan 
·u mesin), Kartu Inventaris Barang C (gedung dan banounan), Kartu Inventaris Barang D (jalan, 
,. irigasi dan jaringan), Kartu Inventaris Barang E (aset tetap lainnya), dan Kartu Inventaris 

Bara·ng F (Konstruksl dalam Pengerjaan). 
Pengguna ·barang/kuasa pengguna. barang membuat laporan semesteran, tahunan maupun 5 
(lima) tahunan melalui sensus barang daerah kepada Bupatl rnelalul pengelola barang. ' 
Pengelola barang menghimpun pencatatan dan pendaftaran barang mllik daerah sebagalmana 
dimaksud pada ayat (1) dalam Daftar Barang Mllik Daerah, 

\ 
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c. Kerjasama .... 

Pasal 43 

Bagua1n Kedua 
!Bentuk P'emanfaatan 

' Pemanfaatan baranq milik daerah · selain tanah dan/atau bangunan sebaqalrnana dimaksu 
pada ayat (3), adalah barang milik daerah yang sudah tidak digunal<an -oleh pengguna baran 
untuk menyelenggarakan atau menunjang tugas pokok dan fun~i SKPD yang bersangkutan. 

Kewenangan Pemanfaatan 

Bagian Pertama 

PEMANFAATAN 

BAB VIII 

,.;~~ .untuk memudahkan pendaftaran dan pencatatan serta pelaporan barang millk daerah secara 
.:itl:·akurat dan cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36 clan Pasal 37, dapat 
.;Jl' mempergunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Ba rang Daerah atau Aplikasi yang lain. 
-'I'.;~: it .Biava yang diperlukari dalam rangka aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah 

!~;;isebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada APBD Pemerintah Kabupaten Biak 
,..·~ ,, . 

,{;:: Numfor. 1· . . 
. .-:,m 
·;r.1.·!: ·,\i~.:· s ~~¥fi~ 

:iit r~)ij; 
,,.,,1;: ~ 

··~ :4~ · Pasal 42 . 

,Zi· Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dan se.iain tanah dan/ata, 
:\i, bangunan yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tug.as pokok dan fung= -1~: SKPD, dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelol~ barang. 

,,,\J' ~~J Pemanfaatan baranq mili~ daerah berupa tanah dan/~tau bangunan dan selain tanah dan/ata 
Ji bangunan yang tldak dtpergunakan untuk rnenunjanq penvelenqqaraan tugas pokok da J fungsi SKPD, dllaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetuiuan Bupati. 

·;j Pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau banqunan dilaksanakan ole •l pengguna barang dengan persetujuan pengelola barang. 
i 
f~) i:~~ 
!'~ 
;"~ 

:j Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan pernrnbanqan teknis dengc 
,-l memperhatikan kepentingan daerah dan kepentinqan umum . 
.;.·:~' . ... ,_t 
h: 

,];,· 
;;J 
,{~1- . < 

;:~ 
.,"71 

. ~~\manfaatan baranq milik daerah dilakukan dalarn bentuk: 
{{; sewa: 
il\j I 

'·' Pinjam Pakai; 

-it 

~ 

j 

Pasal41 

.. ,:r- ;::~) PengeJoJa barang menyimpan dokumen kepe.milikan tanah, banpunan, alat berat, dan 
'"'.·~' , · ,r?tJ1i kendaraan bermotor milik pemerintah daerah, 

\; it} Pasal 40 
::f tuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penatausahaan barang milik: daerah ditetapkan 

.,. J 
,<~/1 an Peraturan Bupati. 

17 



(3) Barang ...... 

Pinjam pakai barang milik daerah dilakukan antara pemerlntah daerah dengan pemerintah 
pusat, antar pemerintah daerah dan antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa, 
Pinjam pakat barang milik daerah dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat 
persetujuan Bupati. 

Pinjam Pakai 
Pasal 45 

Bagian Keempat 

Pasal 44 
Sew a :1 

,1 
,1 
·J Penyewaan baranq milik daerah dilaksanakan dalam bentuk: 
I 

a. penyewaan barang milik daerah atas tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan 
oleh pengguna barang kepada Bupati; 

b. penyewaan atas sebagian tanan dan/atau bangunan yang masih dipergunakan oleh j 
:1 pengguna barang; 
:l 
•1 c. penyewaan atas barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan. 
;) Penyewaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan 
J oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati; 
},f Penyewaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, 
,1 dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang. 
·j Penyewaan barang milik daerah atas sebagian tanah dan/atau bangunan yang dipergunakan 
'•] untuk menunjang kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja 
~ perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah untuk kepentingan 

·~ kegiatan di lingkungan perkantoran seperti kantin, pos dan giro, bank, koperasl, ruang serba 
·}J guna/aula. 
_:1 Jangka waktu penyewaan barang milik daerah paling lama 5 (!ima) tahun dan dapat 
}] diperpanjang . 

. _::;j Penyewaan dilaksanakan berdasarkan sorat perjanjian sewa-menyewa, yang sekurang 
}j kurangnya memuat: 
}J a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian; 
'ii b. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu; ... '{ 

.. :,;l1 c. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu 
.: "'! penyewaan; dan 

,<','J 

, '::fl d. persyaratan lain yang dianggap perlu. 

S'~l Besaran tarif sewa barang milik daerah ditetapkan oleh Bupati. 
,::tf Hasil penyewaan dibayar dimuka sesuai dengan jangka waktu penyewaan dan seluruhnya wajib 
?,~' disetor ke rekening kas daerah. 
·l . ':1 

;zl .. · 
r~: 
Ji 
"1 

·:J 
··"9 :; 
i·,.~:;.: 
·,-~ 

... ~~ ., 
,1.• 

:•).- 
.. ··~..:. 

' 
~;;;1.:· ,,)j 

'·-~' 

Bagi.am Ketiga f; 
'1 J 
' 

[erjasama Pemanfaatan; dan 

Jj Bangun Guna Serah dan Bangun Serah· Guna . 
. , 
!1 
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b, mitra, .. 

·;! 
·! 
.t ;j 
; b. kerjasama pemanfaatan atas sebagian tanah dan/atau 'bangunan clan selain tanah 
1 

l~ dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna barang. 

:! Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
1 a, dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati. 

l Kerjasarna Pernanfaatan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
'.j_ b, dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan Bupatl. 
i'l j Pasal49 
~ Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai 
., berikut: ~r 
)f 

J a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedla dana dalam APBD untuk memenuhi biaya 
j_ operasional/pemeliharaan/perbaikan yang diperlukan terhadap baranq milik daerah 
,:.:J dimaksud; 
'1' .'~: 

.11 

Pasal 48 
,), -q 

.1 
~·i 

·~~ Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan sebagai berikut: 
1 

a. kerjasarna pernanfaatan barang milik daerah atas tanah dan/atau bangunan dan selain 
tanah dan atau bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna baranq kepada Bupati 
melalui pengelola barang; 

,, J Kerjasarna pernanfaatan 
•., 
';i P;asal 47 
' , 
" :basama pemanfaatan barang milik daerah dengan pihak la_in dilaksanakan dalam rangka: 
'l 

1.mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah; dan 
Ii 
i{meningkatkan penerimaan daerah. 

l 
j 

J Barang milik daerah yang dipinjampakaikan ttdak merubah status kepemilikan barang milik 
! daerah. 
I . j Jangka waktu pinjam pakai barang milik daerah berupa tanah dan/atau bang.unan paling lama 
J 5 (Hrna) tahun dan dapat dlperpanjang. 
I 

!· Jangka waktu pinjam pakai barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan paling lama 2 
1 (dua) tahun dan dapat diperpanjang. 
I 1 Pelaksanaan pinjam pakai dilakukan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya 
1 memuat: 
) a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian; 
: b. jenis, !uas dan jumlah barang yang dipinjamkan; 
i 

·1 c. jangka waktu peminjaman, sanksi; 
j ct. tanggung jawab peminjam atas biaya operastonal dan pemeliharaan selama jang~a waktu 
l peminjaman; dan · 

.~ e. persyaratan lain yang dianggap perlu . 

. ~ Bagilain Kelima 
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Pasal 50 ........ 

J 
}) Jangka waktu kerjasama pemanfaatan barang milik daerah untuk penyediaan infrastruktur 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 50 (lima puluh) tahun sejak perjanjian 
ditandatangani. 

Infrastruktur ketenagalistrikan meliputi pembangkit, transmisi, atau distribusi tenaga 
listrik; atau 

, 
h. Infrastruktur minyak dan gas bumi meliputi pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, 

transmisi, dan distribusi minyak dan gas bumi. 

~i 
.) 
I 

e. 
I 

·i 
' ! 
! 

f. 
g. 

'i 
:J a. infrastruktur transportasi meliputi pelabuhan laut, sungai atau danau, dan bander udara; 
'l b. infrastruktur jalari meliputi jalan tol dan jembatan tol; 
I 
I c. infrastruktur sumber daya air meliputi saluran pembawa air baku dan waduk/bendungan; 

d. infrastruktur air minum meliputi bangunan pengambil air baku, jaringan transmisi, jaringan 
dtstribusl, dar. instalasi pengolahan air minum; 

Infrastruktur air limbah meliputi instalasi pengolah air llmbah, jarlnqan pengumpul dan 
jaringan utama, dan sarana persampahan yang meliputi pengangkut dan tempat 
pembuangan; 

Infrastruktur telekomunikasi meliputi jaringan telekomunikasi; 

< 

;j 
. J) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, tidak berlaku dalem ha! kerjasama 
1 pemanfaatan barang milik daerah yang dilakukan untuk penyediaan mtrastruktur sebagai 
.J berikut: 
I 

e. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama 
pemanfaatan dltetapkan dari hasil perhitungan tim yang ditetapkan oleh Bupati; 

d. rnitra kerjasama pemanfaatan harus membayar kontrlbusi tetap ke rekeninq kas umum 
daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan 
pembagian hasil keuntungan; 

c. mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui tender/lelang dengan menglkutsertakan 
sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat, kecuali untuk barang millk daerah yang 
bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung; 

20 

.:11;· 
~'.Jf 
'<i'.!~· 
'>'~ 

.-,1,~· 

'.';if ~ 
;;,~ 
<~i. -,If -r~; 
)@ 

·1 
·j 

,,
4 e. selama jangka waktu pengoperasian, mitra kerjasarna pemanfaatan dilarang menjaminkan 
:] atau menggadaikan barang mllik daerah yang menjadi oovek kerjasama pemanfaatan; 

t f. jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjlan 
ditandatanganl dan dapat dlperpanjang setelah dievaluasl o\eh tlm yan~1 dltetapkan o\eh ·j Bupati. · 

r~). Barang milik daerah yang bersifat khusus sebaqalrnana dimaksud pada ayat (i) huruf b, antara 
.::i lain barang yang mempunyai spesifikasi tertentu sesuai dengan peraturan perundang- 
-~ undangan yang ber1aku. 

·• .. ,.-:J.) Biaya yang berkenaan dengan pengkajian, penilaian, penaksiran dan pengumuman 
tender/Jelang, dibebankan pada APBD. 

'~) Biaya yang berkenaan denqan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjlan, 
konsultan pelaksana/pengawas, dibebankan pada pihak l~in. 



(5) Bangun . 

a. membayar kewajiban sesuai kesepakatan dalam surat perjanjian; 

b. tidak menjaminkan, menggadaikan atau memindahtangankan objek bangun guna serah 
dan bangun serah guna melampaui waktu yang tertuang dalam surat perjanjian; dan 

c. ~emelihara objek bangun guna serah dan banqun serah guna. 

Objek banoun guna serah dan bangun serah guna berupa tanah rnlllk pemerintah daerah 
dengan sertiflkat hak pengelolaan. 

Mitra bangun guna serah atau bangun serah guna memperoleh hak guna bangunan di atas hak 
pengelolaan mllik pemerintah daerah, dapat dijadikan jaminan dan/ateu diagunkan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Mitra bangun guna serah dan bangun serah guna yang telah ditetapkan selama jangka waktu 
pengoperasian, harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 

.I ,1 

·l 
,(1) Jangka waktu bangun guna serah dan bangun serah guna paling lama 30 (tiga puluh) tahun 
'.;J sejak perjanjian ditandatangani. 
4(2) 

Penetapan mitra bangun guna serah dan 'bangun serah. guna dilaksanakan melalui 
-! tender/lelang dengan mengikutsertakan sekurang~kuran~nya·s (Hrna) peserta/pemlnat. 
;(3) 
J 
-! 

Pasal 53 

::}netapan status penggunaan barang milik daerah sebagai hasil pelaksanaan bangun guna serah 
.'.}an bangun serah guna ditetapkan oleh Bupati dalam rangka penyelenqqaraan tugas pokok dan 

.}ngsi SKPD terkait. 

Pasal 52 

Tanah yang status penqqunaannva ada pada pengguna barang dan telah direncanakan untuk 
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna barang yang bersangkutan, dapat 
dilakukan bangun guna serah atau bangun serah guna setelah terlebih dahulu cliserahkan 
kepada Bupati. 

1 
I 

\j b. tidak tersedia dana dalam APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitc1s dimaksud. , ... 1 
:r2) Bangun guna serah dan bangun serah guna barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada 
I ayat (I), ditetapkan dengan Keputusan Bupati. .. , 
.\}) 

a. Pemerintah daerah memerlukan bangunan dan fasilitas .bagi penyelenggaraan 
pemerintahan daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penvelenqcaraan 
tugas pokok dan fungsi; 

;~) Bangun guna serah dan bangun serah gu_na barang milik daerah dapat dilaksanakan denqan. . 
. J persyaratan sebagai berikut: · 
·! ., 
,J 
l 

21 

·q 
~l . 

·~1 

I 
J 
i Pas~d 50 i Setelah jangka waktu kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (5) berakhir, 

plhak lain menyerahkan objek kerjasama pemanfaatan berlkut sarana dan prasarana yang 
menjadi bagian dari pelaksanaan kerjasama pernanfeatan kepada Bupati, dllengkapi dengan 
dokumen terkait yang dituangkan dalam berita acara serah terlma. 

)) Bupati menetapkan status penggunaan atas tanah dan/atau bangunan dan selain tanah 
,I 

.

::i_· dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada avat (1) sesuai ketentuan peraturan 
j perundang-undangan. 

Bagian Keenam 

Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna 
Pasal51 

1 

J 
l 
')(4) 
'I 

1(5) 
l 

1 

I 
f 

:i 
.1 

..d 



Pasal 57 ....... 

Bagian Pertama 
Pengamanan 

Pasal56 

;1) Pengelola barang, pengguna barang dan kuasa pengguna barang wajib melakukan 
pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya. 

\2) Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rneliputi: · 
a. pengamanan administrasi meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan 

penyimpanan, dokurnen kepemilikan; 

b. pengamanan fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jurnlah 
barang dan hilangnya barang; 

c. · pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dar 
pemasangan tanda batas, selain tanah dan bangunan dilakukan dengan cara penytmpanar 
dan pemeliharaan; dan · · 

d. pengamanan hukum antara lain meliputi kegiatan melengkapi bukti status kepemilikan. 
! 

BABIX 
PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN 

1 
j) Bangun guna serah dan bangun serah guna dilaksanakan berdasarkan surat .perjanjian yang 

sekurang-kurangnya rnernuat: 
a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian; 
b. objek bangun guna serah dan bangun serah guna; 

c. jangka waktu bangun guna serah dan bangun serah guna; 

d. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian; dan 

e. persvaratan lain yang dianggap perlu. 
l 

J) Biava penqkajlan, penelitian dan pengumuman tender/lelang, dibebankan pada APBD. 
! 

4) Biaya vanq berkenaan denqan perslapan dan pelaksanaan penyusunan Surat Perjanjian, 
j konsultan pe'aksana/penqawes, clibebankan pada pihak pemenang. 
' ')) Setelah janoka waktu pendayaqunaan berakhtr, objek bangun guna serah dan bangun serah 
•j gun~ terlebih dahulu diaudit oleh Inspektorat sebelurn penggun9annya dite.tapkan oteh Bupati. 

1 Pasal54 l ·, 
J,~ngun serah guna barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: 
,1 . 

~\. mitra bangun serah guna menyerahkan objek bangun serah guna kepada Bupatl segera setelah 
1 selesainya pembangunan; · ., 

~t mitra bangun serah guna dapat mendayagunakan barang milik daerah tersebut sesuai jangka 
i waktu yang ditetapkan dalam surat perjanjian; 

·! 
,;:_ setelah jangka waktu pendayaounaan berakhir, objek bangun serah guna terlebih dahulu 
{ diaudit oleh Inspektorat sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Bupati. · 

Pasal55 
>! 

«etentuan Jebih lanjut mengenai pemanfaatan barang milik daerah ditetapkan dengan Peraturan 
} . 
}upat1. . 

4 
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Pasal 62 . 
J 
.] 

Pasal61 
Penetapan nilai barang milik · daerah dalam rangka penyusunan neraca Pemerintall Daerah 
\dilaksanakan oleh tim penilai internal dan dapat meJibatkan penilal eksternal dengan berpedoman 
pada Standar Akuntansi Pemerintahan. 
,! 

Pasal60 . 4 . 
JPenilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pernerlntah daerah, 
;pemanfaatan dan pemihdahtanganan barang milik daerah. 
j 

BABX 
PENILAIAN 

~1 ~ ,1 
.'2) Pembantu penqelola barang meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
1 
·1 menyusun Daftar Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun 
1 
I 

anggaran; 

,j3) Laporan hasil pemeliharaan sebagaimana dlrnaksuo ayat (2) dijadikan sebagai bahan evaluasi. 

;j 
· .ij Pasal 60 

/.~.·_·) Pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib membuat Daftar Pemeliharaan 
l Barang Milik Daerah dan melaporkan kepada pengelola barang secara berkala, 

Pembantu pengelola barang, pengguna barang dan kuasa pengguna barang 
bertanggungjawab atas pemeliharaan barang milik daerah yang ada di bawah penguasaannya. 
Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Daftar Kebutuhan 
Pemeliharaan Barang Milik Daerah. 

Biaya pernellnaraan barang milik daerah dibebankan pada APBD. 

Pemeliharaan 
Pasal59 

. Bagian Kedua 

Pasal58 \t:t ,jJ;; 
1:t) Bukti-bukti kepemilikan barang milik daerah berupa tanah, bangunan dan kendaraan 

,'.ji diserahkan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. 
Jl) Barang milik daerah berupa bangunan dan kendaraan dinas dapat dlasuransikan sesuai .,., 

·1 kemampuan keuangan daerah dan diiaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- 
:.~, undangan. 
}i· 

·i 

Barang milik daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama pemerintah daerah. 
Barang milik daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama 
pemerintah daerah. 
Barang mtlik daerah selain tanah dan bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan 
atas nama pemerintah daerah. 

Pasal57 



. \ 

i 
i 

J 

· Pasal 66 

. ) Penghapusan barang milik daerah sebaqairnana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a, dilakukan 
· da!am hal bar-ang milik daerah dimaksud sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna 

barang atau kuasa pengguna barang. 
) Penghapusan barang milik daerah sebaqalrnana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b, dilakukan 

· dalam hal baranq milik daerah dimaksud sudah berallh kepemilikannya, terjadi pemusnahan, 
kebakaran, bencana alarn, rusak beret dan hilang. 

) Penghapusan barang milik daerah sebacatrnana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan 
keputusan pengelola baranq atas nama Bupati. 

) Penghapusan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau 
bangunan yang bernilai di atas Rp. 5.000.00'0.000,- (lima milyar rupiah) sebagaimana dimaksud 

, pada ayat (2), dilaksanakan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD. 
I ' • 

t) Penghapusan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai 
II· dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sebagaimana dimaksud pada . ayat (2), 

dilaksanakan dengan Keputusan Pengelola Barang atas nama Bupatt, 

I 
I i PasaJ f;,7 .. 

Penghapusan dart Daftar Barang Milik Daerah. 

., 
·f Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna atau Kuasa Pengguna; dan I , 

.:1 
i nghapusan barang milik Daerah meliputi: 

....... BAB XI 

PENGHAPUSAN 
Pasal65 

'- 
" .} 
~ 
I 

pada APBD . 

l .t: · Pasal 64 . 
} aya yang diperlukan dalam rangka penilaian barang milik daerah dibebankan 
• i ... 1 . 

., .. 
~· 

? (1) 
( . 
\ .. ~) . 

; ,, 

' Penilaian barang milik daerah selain tanah dan banqunan dalam rangka pemanfaatan atau 
pemindahtanganan dilakukan oleh tim penilai internal yang ditetapkan oleh pengelola barang 
dan dapat rnelibatkan penilai eksternal yang ditetapkan oleh pengelola baranq, 

··. . ' 
Penilaian barang milik daerah sebaqalrnana .. dlrnaksuc pada ayat (1) dilaksanakan untuk 
mendapatkan nilai wejar dengan mernperhatlkan harga pasarari umum dan kondisi fisik. 
Hasil penilaian baranq milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dltetapkan oleh 
pengelola barang. · 

} (2) 
1 
:i 

1 (3) 
' 

Pasal63 

~ Pasal 62 
l;r~ 
;lh (1) Penilaian barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka ·pemanfaatan 
;1 ! . atau pemlndantanqanan dilakukan oleh tim penilai internal atau dapat rnenunjuk tim penilal 

·{f\ ; ekternal yang ditetapkan oleh Bupati . · 
f}~ :. 
\~ [2) Penllatan baranq milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk 
(; : mendapatkan nilai wajar, dengan estimasi terendah menggunakan Nilai Jual Objek Pajak. 
k i 

} (3) Hasil penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh 
t ;\ Bupati. 
/ 
'" i'. ~, ,, 
1 
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(8) Ba rang milik ...... 

: ) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 4) dan ayat (5) dilaksanakan sesuai ketentuan 
' peraturan perundang-undangan. · · · 

1) .Barang milik daerah yang dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan masih 
mempunyai nilai ekonomis dapat dilakukan melalui: 
a. pelelangan umum atau pelelanoan terbatas: dan/atau 
b. disumbangkan atau dihibahkan kepada pihak lain. 

• ,,i 

) Barang milik daerah yang sudah tidak diperlukan bagi penyelenggaran pemerintahan daerah 
dan/atau dipergunakan untuk melayani kepentingan umum dapat diubah peruntukannya 
dengan Keputusan Bupati. 

~) Ba rang milik daerah yang sudah tidak dlperlukan · bagi penyelenggaran pemerintahan daerah 
dan/atau dlperqunakan · untuk melayanl kepentmqan um um sebagaimana dimaksud pada ayat 

} (3), dapat dihapus dari daftar barang milik daerah dengan cara dijual, dipertukarkan, 
dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah daerah. · 

: ) Ba rang milik daerah yang sudah rusak berat dan/atau tidak dapat dlperqunakan dapat dihapus 
dari daftar barang milik daerah. 

.... ··"' BAB XII 
PEMINDAHTANGANAN 

Pasal 69 
, ) Barang milik daerah yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah 

dan/atau dipergunakan untuk · melayani kepentingan umum tidak dapat · dijual, diserahkan 
. haknya kepada pihak lain, dijadikan tanggungan, atau digadaikan sesuai dengan ketentuan 
1 peraturan perundang-undangan. · 
, ) Barang milik daerah -yang diperlukan bagi penyelenggaran pemerintahan daerah dan/atau 

dipergunakan untuk melayani kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
ditetapkan peruntukannya ·dengan Keputusan Bupatl, 

cara: 
a. dibakar; 
b. dihancurkan; 
c. ditimbun; atau 
d. dimusnahkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan_ .. 

:) Pelaksanaan pernusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara 
' Pemusnahan dan dilaporkan kepada Bupati melalui pengelola barang. 

Pasal 68 
, tentuan lebih Ianjut mengenai penqhapusan barang milik daerah diatur dengan Peraturan Bupati .. 

: b. atasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
b Pernusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengguna baranq 
i berdasarkan keputusan pengelola barang setelah mendapat persetujuan Supati. 
j) Pemusnahan barang milik daerah sebagaimana dirnaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan 

Pasa! 67 
j) Penghapusan barang millk daerah dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila barang 

milik daerah dimaksud: 
a. tidak dapat cligunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan tidak dapat dipindahtangankan; atau 



r 
j 

a. Untuk ...... 

Bagian Kedua 
Penjualan 
Pasal74; 

:\1) Penjualan baranq milik daerah dllaksanr)kan.dengan pertimbangan: 

Pasal7~ 

,f.emind.ahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebaqalmena dimaksud 
~alam Pasal 71 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupali. · 

I I . 
1r,emindahtanganan . barang milik daerah selain tanah dan/atau banqunan yang bernilai sampai 
~engan R.p 5.000.000.000,- (llma miliar rupiah) dilakukan oleh pengelola barang setelah mendapat 
persetujuan Bupatl. 
1 

Pasal 72 

i- c. diperuntukkan bagi pegawai negeri; 
., d. diperuntukkan bagi __ kepentingan umum; dan 

e. dikuasai negara berdasarkan keputusan penqadllan yang telah memiliki kekuatan hukum 
tetap dan/atau · berdasarkan · ketentuan perundang-undangan yang jika status 
kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis. 

i ) Pemlndahtanganan baranq milik daeran berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana 
' dlmaksud pada avat (1) huruf a yang tidak rnernerlukan persetujuan DPRD, apabila: 

a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota; 
b. harus dlhapuskan karena angg_aran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam · 

dokumen penganggaran; 

. ..... - 
bernilai leblh dari 

a. tanah dan/atau banqunan: dan 
b. selaln tanah dan / atau bangunan yang 

Rp s.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

Pasal 70 . ditetapkali l:) Pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dirnaksud dalam ,. . . 
:}: dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD, untuk: 
:i I, 

') 
! 
'( 

! . 
. { eentuk-bentuk pemindahtanganan sebagai tlndak lanjut atas penghapusan barang mlllk daerah, 

.-f rnellputi: 
·;l; 
·;~ a. Penjualan; 
;~ b, Tukar rnenukar; 
'!. . ~ 
.l .... 

fi c. Hibah; dan 
1' d. Penyertaan Modal Pemerintatr Daerah. 
~· .l P,asal 71 

Bagian Pe~ma 
Bentuk-Bentuk Pemindahtanganan dan Persetujuan 

Pasal 70 

. I 
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ht 
·(\! Barang mWk daerah yang akan dijuaJ meJaJui,. pelelangan uinum atau pelelangan terbatas 

·:~ sebaqalmana dimaksud pada ayat (7) huruf a dttetapkan _dengan Keputusan Bupati. ·· 
l 'lf. 

1¢ ) Hasil pelelangan umum atau pelelanqanterbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a 
:; disetor ke kas Daerah. 



i ~. 

(6) Penjualan . 

i 
(3) Kendaraan dlnas operasional/kendaraan dinas jabatan can kendaraan dJnas operasional khusus 
I sebagaimana dlmaksud pada Pasal 75 ayat (4) dan ayat (5) yang telah berumur 5 (lima) tahun 
. lebih dapat dihapus dari daftar barang mllik caerah. 
! 
(4) Penjualan kendaraan · dinas operaslonaekendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas 
· · operasional khusus sebaqatrnena dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui peletanqan umum 

.J atau pelelangan terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 
(5) Penjualan kendaraan dinas operaslonal/kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas 
~ operasional khusus rnelalul pelelangan urnurn sebagaimana .dlrnaksud pada ayat ( 4) 
l dilaksanakan dihadapan pejabat lelang setelah dlhapus dari daftar barang millk daerah. 
! 
' 

!1) Penjualan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf a 
j dilaksanakan sesuat q~ngan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
12) Kendaraan perorangan dinas pejabat negara yang dipergunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati 
I sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 ayat (3) yang telah berumur S (Uma) tahun lebih dapat 

dijual 1 (satu) unit kepada yang bersangkutan setelah masa jabatannya berakhir. 

Pasal 76 

c. kendaraan dinas operasional khusus. 
}.'_1. ) kendaraan perorangan dlnas sebagaimana dimaksud. pada ayat (2) huruf a dlpergunakan oleh 
,j Bupati dan wakil Bupatt, · 
l.4} Kendaraan dinas operasional/kendaraan dmas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
j huruf b diperqunakan oleh pejabat struktural dan pimpinan DPRD. 
~) Kendaraan dinas operaslonal khusus sebagalmana dimaksud pada ayat (2) huruf c 
1 dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus dan/atau pelayanan umum. 

a. kendaraan perorangan dinas; 
b. kendaraan dinas operaslonal/kendaraan dinas jabatan: 

~1) Bupati menetapkan golongan kendaraan dlnas sesual dengan peraturan perundang-undangan . 
. . r-2) Kendaraan dinas sebagalmana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: · 

l 
i' 

Paragr~f :i, 
Kendaraan Dinas 

Pa~l75 

a. untuk optimafisasi barang mi!ik daerah yang berlebih atau idle; 
b. secara ekonomis leblh menguntungkan bagi d_aerah apabila dijual; dan 
c, sebagai petaksanaan ketentuan peraturan perundanq-undanqan, 
Penjualan barang mi\ik daerah dilakukan secara lelang kecuali: 
a. penjualan kendaraan peroranqan dinas pejabat negara; 
b. penjualan rumah gol~ngan III; dan 
c, barang milik daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupatl. 

'·f 
:4. ·1,1. 

'f' 
. ~· !< 

j~ .~. 
t ., 
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(3) Ru mah Din as ........ 

. Pasal 79 
. (i~) Rumah dlnas daerah dapat dijualbel~kan atau dtsewa~en, dengan·ketentua11: 
: e, rumah dinas daerah golongan II yang telah diubah golongannya menjadi rumah · dlnas 

golongan III; 
b, rumah dinas daerah go·longan !~Fyangnelah berurhur l.JIJ (sepul_uh) tahµn';atall,l,~Qjb; .. · 
c. rumah dinas daerah golongan III dirnaksud tldaksedanq dalam sengketa. 

(2) P:~gawai yang dapat membeli · rumah dlnas daerah adalah penghuni yang pemegang Surat Ijjp 
PenghUnian yang dikeluarkan oleh Bupatt · 

Pas.al 78 .s +·. ... .· 

·{t) Rumah dinas daerah golorigan I yang sudah tidak sesuat dengan fungsinya sebagai aklbat 
· adanya perubahan struktur organisasi dan/atau sudah ada pengganti yang lain dapat diubah 

statusnya tnenjadi rumah dinas daerah golongan II. · 
,(2) Rumah dinas daerah golongan II dapat dlubah statusnya menjadi rumah dinas golongan III, 

kecuali yang terletak di suatu kompleks perkantoran. 
·.(@'~ Ru mah dlnas daerah golongan II dapat diubah statusnya menjadi· rumah dinas daerah golongan 

· I untuk memenuhi kebutuhan rurnah jabatan. 

a. rumah .dinas daerah golongan I (rumah jabatan); 
b.' rumah dinas daerah golongan II (rumah lnstansl): dan 
c:·~ rumah dinas daerah golongan III (perumahan pegawai). 

easal77~ 

Paragraf 2 · 
iV'~;,;"1".::.}.;~iA-'},!,J' -~·-·,, rm·ma·h Dina's Daerah: 

-~ 6) Penjualan kendaraan . dines operasional/kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas 
operasional khusus melalui pelelangan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 4) 
dilaksanakan oleh panitia lelang terbatas yang ditetapkan oleh Bupatl. 

17) Penjualan kendaraan dinas operaslonal/kendarean dinas jabatan dan kendaraan dinas 
1 operasional khusus sebagaimana dimaksud pada ayat ( 4) dilaksanakan dengan pertimbangan 

tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas dan sudah ada kendaraan pengganti. 
lB) Peserta pelelangan terbatas penjualan kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan 

dan kendaraan dinas 'operaslonal khusus diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil · pada Pemerlntah 
Ka bu paten Biak Numfor' yang telah mengikuti masa kerja 10 (sepuluh) tahun, Ketua dan Wakil 
Ketua DPRD yang telah mernpunyal masa bhakti 5 (lima) tahun. 

(9) Pemenang lelang penjualan kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas dan kendaraan 
j dinas operaslonal khus~s dibayar se_cara tunal, 
jtlO) Hasil penjualan kendaraan dinas sebaqaimana d)_maksud pada ayat (1) disetor ke kas daerah. 

I 
I 
I 
l 
lei.) BupatrY)menetapkan golongan rumah dinas c;iper9bt:- sesuai d.~~gan pe,.ir~turan pe,rundang- 
! undancan. 

1t2)f Penggolongan rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri darl: 
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Paragraf 4:·: ..... I 
\ 
1 
j 
I 
I 

J 

.. 
'.·- 

Pas~l82 
{1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (3) tidak berlaku bagi pelepasan hak 

atas tanah untuk kavling perumahan pegawai negeri; 
: ', 

' I {2) Penetapan nilai tanah milik pemerintah daerah berupa tanah kavling · untuk pegawai negeri 
mempergunakan Nilai }ual Obyek Pajak tahun berkenaan yang dit~tapkan oJeh BupatJ. · 

i · Pasal 83 
IPenjualan; barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan, dilakukan setelah memenuhi 
falah satu persyaratan, sebagai berikut: 
I a. fokasi tanah dan/atau bangunan sudah tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang 
: disebabkan perubahan tata ruang kota; 
I 
! b. lokasi dan/atau luas tanah dan/atau bangunan tidak mernungkinkan untuk digunakan dalam 

rangka pelaksanaan tugas dan fungsl pemerlntahan daerah; atau 
c. tanah dan/atau bangurian yang diperuntukkan bagi pernbancunan perumahan pegawai negeri; 

Pasal84 
telapasan hak atas tanah dan/bangunan dan penghapusan dari daftar barang milik daerah 

lditetapkan dengan keputusan Bupati. setelah harga penjualan atas tanah dan/atau bangunannya 
dilunasi. · · · . . 

Pelepasan Hak Atas Tanah dan/at~u Bangunan dengan Ganti Rugi 
Pasal81 ' I 

!~1) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan melalul pelepasan 
j hak dengan ganti rugi, dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan daerah: 
j(2) Perhitungan nilai tanah dan/atau bangunan sebaqalrnana dimaksud pada avat (1), dengan 
l memperhatikan Nila! Jual Obyek Pajak atau harqa umum setempat yang dilakukan oleh tim 
I penilai internal yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dapat melibatkan penilai eksternal 
· yang ditetapkan oleh Bupati; 
:(3) Proses pelepasan hak tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
· dilakukan dengan pelelanqan atau tender. 

Penjualan rumah dinas daerah golongan III sebagaimana dimaksud pada ·ayat (1) ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati. 

Hasil penjua!an rumah dinas daerah golongan III sebagaimana dimaksu.d pada ayat (!) disetor 
ke kas daerah. · 

Par~grt,1f 3 

Pt31Scll 80 b) PenjuaJan rwnah · dinas daerah golqngan IP beserta a tau tidak beserta tanahnya ditetapkan 
' ol~~· :~~·~ti ~~!:lsa~ka~ . narga -~Iran; dan penllalan dilakukan oleh Panltia Penilai 'yan·g 

'dioentuk dengan ·Keputusan Bupati. . 

1(3) Rurnah dinas daerah golongan. III yang dibangun di atas taneh yarg tldak dimiliki oleh 
I Pemerintah Daerah; maka untuk rnemperoleh hak atas tanah harus diproses tersendiri sesuai 
! dengan peraturan perundang-undangan. 
l 
I 
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(2) Tukar menukar ........ I 
I 
j 

J 

,', 
-:i.;:· 

Pasal~7 
t1) Tukar menukar barang milik daerah dapat berupa : 

a.tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh pengguna barang kepada Bupatl 
melalui pengelola barang; 

b. tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok 
dan fungsi pengguna barang tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayan atau penataan 
kota; dan 

c. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan. 

Bagian Ketiga 
Tukar Menukar 

Pasal86 

(1) Tukar menukar barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan: 
a. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan; - 
b. untuk optimalisasi barang milik daerah; dan 
c. tidak tersedia dana dalam APBD. 

(2) Tukar rnenukar barang milik daerah dapat dilakukan dengan pihak: 
a. Pemerintah Pusatdenqan Pemerintah Daerah; 
b. Antar Pemerintah Daerah; 
c. sadan Usaha Milik Negara/Daerah atau Badan Hukum milik pemerintah lainnya; 
d. Swasta. 

I 
I 

,_ r_1) Penjualan baranq milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilal lebih dari Rp 
r J. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD. 

f) Pelaksanaan penjualan sebagalmana dimaksud pad a ayat (3) dilakukan oleh pengelola barang 
. setelah mendapat persetujuan Bupati dan DPRD. . ' 

(5) Hasil penjualan barang milik daerah disetor ke Kas Daerah. 
l . 
•· 

' ' c. menqalaml perubahan dalarn spesifikasi karena penggunaan, seperti terkikis, aus · dan lain 
sejenisnya; atau 

d.secara ekonornis lebih menguntungkan ba{Ji .daerah apabila dijual karena blaya operaslonal 
dan/atau pemellharaan lebih besar darlpada rnenfaat yang dlperoleh, 

b.secara teknis tidak dapat digunakan lagi ?Jkibat modernlsast, 

Paragraf 4· 
Penj1.1alan Ba-rang Milik Daerab selaln Tanah dan/atau Bang~nan 

Pasa185 
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- ) Penjualan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengelola 
barang setelah mendapat persetujuan Bupati. 

· ) Penjualan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dapat dilakukan setelah 
memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut: 

a.secara fisik tidak dapat digl:Jnakan karena rusak dan tldak ekonomis apabila diperbaikl; 



Bagian Keempat ........ 

Pasal91 
. Mitra tukar menukar barang milik daerah ditetapkan oleh Bupatl, 

Pasal90 
.(1) Tukar menukar antara Pemerintah Daerah denqan pemerintah 'Pusat dan antar pemerintah 

daerah apabila terdapat selisih nilai lebih, maka selisih nilai lebih dimaksud dapat dihibahkan. 
(2) Selisih nilai lebih yang · dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam 

Berlta Acara Hibah. · 
(3) Dalam hal terdapat selisih nilai lebih terhadap tukar menukar antara Pemerintah Daerah dengan 

pihak ketiga, maka selisih nilai lebih dlmaksuc harus disetorkan ke rekening kas daerah. 

PasaJ 89 

·1rukar menukar barang milik daerah sebagaimana dirnaksud dalam pasal 81 ayat (1) huruf c 
.dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: ·· · 
; 
I a. pengguna barang mengajukan usul tukar menukar kepada pengelola barang disertal aiasan dan I pertimbangan, kelengkapan data dan basil pengkajian Tim Penghapusan yang. ditetapkan 
I denqan Keputusan Bupati; 
I 

! b. pengelola baranq menellti dan mengkaji alasan/pertimbangan perlunya tukar menukar tanah · 
dan/atau bangunali dari aspek teknis, ekonornis dan yuridis; 

I c. apabila mernenuht syarat sesuai peraturan yang berlaku, perigelola barang dapat 
mempertimbangkan Ur]tuk menyetujui sesual batas kewenangannya; 

d. pelaksanaan serah terima barang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang. 

Pasal88 
·; ukar menukar barang. milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a dan 
· urut b dilaksanakan denqan ketentuan sebagai berikut: 
a. Pengelola barang mengajukan usul tukar menukar tanah dan/atau bangunan kepada Bupati 

dlsertal alasan/pertimbangan dan kelengkapan data; 
• b. Tukar menukar tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh Tim Penghapusan yang ditetapkan 

dengan Keputusan Bupati untuk meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan darl aspek teknls, 
ekonomis dan yuridis; 

c. Apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, Bupati dapat memperi:imbangkan 
untuk menyetujui dan menetapkan tanah dan/atau bangunan yang akan dlpertukarkan: 

d. Tukar menukar tanah dan/atau bangunan dilaksanakan setelah mendapat persetl.ijuan DPRD; 
' e. Pengelola barang· melaksanakan tukar rnenukar selaln tanah dan bangunan sesual batas 

kewenanqannya setelah mendapat persetuiuan Bupati; 
: f. Pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam 

Berita Acara Serah Terima Barang. 

i (2). Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan o!eh penqelola barang · 
•· setelah mendapat persetujuan Bupati sesuai batas kewenangannya. 
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BAB XIII.. ... 

Bagian Kelima 

Penyerta¥tn Modal Pemerintah Daerah 
Pasal 95 

(1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah dilakukan dalam rangka 
pendirian, p€!ngembangan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Negara/Daerah ·atau 
badan hukum lalnnva yang dimiliki oleh Pernertntah dan swasta. · 

(2) Barang milik daerah yang dijad_ikan sebaga.i penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud 
pada avat (I) ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD. 

(3) Penyertaan modal Pemerintah oaerah ditet:apkan denqan Peraturan Daerah. 
Pasal96 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahtanganan barang milik daerah diatur dengan Peraturan 
Bupatl, · 

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf c yang bemilai di atas · Rp 
s.000.000.000,.., (llrna milyar ruplah) ditetapkan dengan keputusan Bupati setelah mendapat 
persetujuan DPRD. _ 

:(4) Hibah sebaqalmana dimaksud dalam Pasal 87 huruf d clilaksanakan oleh pengguna barang 
setelah mendapat persetujuan pengelola barang. 

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Hibah sebaqalrnana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati 
setelah mendapat persetujuan DPRD kecuali tanah dan/atau bangunan sebagalmana dimaksud 
dalam Pasal'71 avat (2). 

Pasal94 

· . tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh kepala SKPD kepada Bupati; 
· . tanah dan/atau banqunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan; 

.
r_,.· . selain tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh kepala SKPD kepada Bupat' melalui 
l pengelola baranc: dan · f' selain tanan dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan. 

I 
i 
(1) 

I 
t2) 
'.(3) 
I 
i 
' 

;i ibah barang milik daerah berupa: 

Pasal93 

Bagian Keempat 

· Hibah 
Pasal92 

Hibah baranq milik daerah dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentinga·n sosial, 
keagamaan; kemanusiaan, dan penyelenggaraan pemerintahan. 
Hlbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebacal berlkut: 
a. .bukan merupakan barang rahasia negara/daerah; 
b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; dan 
c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah, 
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BAB XVI ..... ~ 

! 

(1) Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, .. penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas 
pengelolaan barang milik daerah diselesaikan melalui. tuntutan ganti rugi sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

(2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksl pidana sesuai dengan · peraturan 
perundang~undangan. 

BAB XV 
TUNTUTAN GANTI RU~I 

Pasal 100 

BAB XIV 
PEMBIAYAAN 

Pasal99 
(1) Dalam pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah disediakan anggaran 

yang dibebankan pada APBD. 

(2) Pejabat/pegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah yang menghasilkan 
pendapatan dan penerimaan daerah diberikan insentif. 

(3) Penyimpan barang dan/atau pengurus barang dalam rnelaksanakan tugas diberikan tt.mjangan 
yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. 

Pasal97 
. (1) Bupaf melakukan pengendalian pengelolaan barang milik daerah. 
(2) Pengguna barang oan/atau kuasa pengguna barang melakukan pemantauan dan penertiban 

terhadap penggunaan, penatausahaan, pemantaatan, pemeliharaan, dan pengamanan barang 
milik daerah yang berada di bawah pencuasaannya . 

. (3) Pengguna baranq dan/atau kuasa pengguna barang dapat memtnta Inspektorat Daerah untuk 
rnelakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban sebagaimana yang dimaksud 
pada ayat (2). 

(3) Pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang menindaklanjuti hasil audit sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) sesual ketentuan peruncano-urcanaan. 

Pasal98 
(1) Pengelola barang berwenang untuk melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan 

penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah dalam rangka 
penertiban penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah sesuai 
ketentuan yang berlaku. 

(2) Tindak laniut sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) pengelola barang dapat meminta 
Inspektorat Daerah untuk melakukan audit atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan 
pemindahtanganan barang milik daerah. · ,,. ... ~. 

(3) Pengelola barang menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai 
ketentuan perundang-undangan. 

BAB XIII 
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN 
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BAB XIX ..... ,· ·, 
,:.,.., I 

j 

(1) Pelanggaran kewajiban yang telah dikenakan sanksi sebaqalrnana dimaksud dikenakan 
tambahan sanksi Pidana kurungan selama 6 (enam) bulan atau denda sebanvak- 
banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). · 

(2) Selain ketentuan Pidana atau denda sebagaimana dlrnaksud pada . ayat (1) dapat 
dikenakan biaya paksa penegakan hukum sebaolan atau seluruhnya. 

(3) Pelaksanaan pengenaan biaya paksa sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati. · 

BAB XVIII 

KETENTUAN PIDANA 

Pasal104 

BJ!~B XVII 
SANKS! ADMINISTRASI 

Pc11:s;~I l .. 03 
(1) Pihak Ketiga atau masyarakat yang tidak melaksanakan kewajibannya dan/atau melanggar 

ketentuan dalam Peraturan Daerah inl dikenakan sanksi berupa sanksi admlnistrasi atau · 
denda atau ganti rugi. 

(2) Pihak Ketiga atau masyarakat yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenakan sanksl 
ganti rugi dan pembatalan perjanjian. 

(3) Pihak Ketiga atau masyarakat yang tidak rnelaksanakan kewajibannya dimaksud dikenakan 
sanksi pembatalan perjanjian. 

(4) Pihak Ketiga atau masyarakat yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenakan sanksi 
pembatalan persetujuan. 

(S) Pihak Ketiga atau masyarakat yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenakan sanksi 
pembatalan persetujuan penyertaan modal. 

SAS XVI 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 101 
(1) Barang milik daerah yang tjipergunakan oleh badan layanan umum daerah merupakan 

kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan untuk menyelenggarakan kegiatan badan 
layanan umum yang bersarigkutan. · 

I 

(2) Penqelolaan baranq milik daerah sebaqalmana dimaksud pada ayat (1), mengikutl ketentuan 
yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, kecuali terhadap barang-barang tertentu yang diatur 
tersendiri dalarn ketentuan peraturan perundanq-undanqan tentang badan layanan umum 
daerah, ,, · 

Pasal 102 
Barang-barang yang berada dalam penquasaan- .. Pernerlntah Daerah dan digunakan untuk 
kepentingan Pernerlntah Daerah, pengelolaannya menjadi tanggungjawab Pernerintan Daerah. 
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YUSUF MELIAN US MARVEN 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya 
ditetapkan lebih lanjut oleh Keputusan B.upati. 

Pasal i09 
Peraturan Bupati ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan . 

. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penernpatannva dalarn Serita Daerah Kabupaten Biak Numfor. 

.,. . 

BAB XIX 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 105 

(1) Barang .milik daerah yang telah ada sebelum bertakunva Peraturan daerah ini wajib dilakukan 
inventarisasi dan diselesaikan dokurnen kepemilikannya. 

(2) Penyelesaian dokumen· kepemilikan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dllaksanakan oleh penqelola barang. 

(3) Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan ketentuan pada ayat (2) dibebankan pada APBD. 

Pasal106 
Pengelolaan barang milik daerah khususnya . yang terkait dengan pemmdahtanqanan dan 
pemanfaatan (kerjasama pemanfaatan bangun guna serah dan bangun serah guna) yang sudah 
berjalan dan/atau sedanq dalam proses sebelurn -ditetapkannya Peraturan Daerah ini, tetap dapat 
dllaksanakan. · · 

BAij XX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 107 
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka peraturan-peraturan yang mengatur pengelolaan 
barang milik daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi. 

Pasal108 
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